LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
' REPUBLIK INDONESIA e

: PERATURAN e
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH :

NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG 7
PENGUMUMAN RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan
Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan
yang baik, Kementerian /Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi  diwajibkan  melakukan  prinsip
efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai tata nilai pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Pengumuman Rencana Umum



Mengingat

Menetapkan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

" Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah . Nomor. .PER.001/
KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7438);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.






